SEKILAS TENTANG PEMERINTAHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

TIMOR - TIMUR

Diajukan dalam rangka pembekalan bagi mahasiswa
\
yang melaksanakan tugas Dharma Bhakii dan
LATSITARDA NUSANTATA XVI 1995

di Timor -~ Timur

ol e h

AMIEK SOEMARMI, SH

HIP., 131 np29 772

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan'
Universitas Diponegoro
Semarang
1995




SEKILAS TENTANG PEMERINTAHAN
PROPINSI DAERAN TINGEAT

TIMOR - TIMUR

AL PENDEHULUEN
Latar Belakang Permasalahan

Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
adalah =sesuai dengan sistim tata  negara dan  tata
pamnerintahan Wegara Republik Indonesia'yaﬁg berbentuk
kesatuwan. D1 samping itu peﬁhéaiukan Propinsi Daerah
Tingkat I  Timer Timur berartli memberikan octonomil
kepadanya sesual dengsn peraturan perundang-undangan
vang berlaku. Sama halnya dengan Propinsi Daerah Tingkat
I di bagian-bagian lain dari Wilayah Republik Indonesia.

Negara Indonesia pada dewasa ini sedang melak-
sanakan pembangunan, karena bertambah majunya masyarakat
maka hnanyak kepentingan yang harus dillaksanakan oleh
Pemerintah Pusat., HKepentingan-lKepentingan itu tidak
semuanya dapat ditangani oleh Pemerintah vang berada di
Pemerintah Pusat. Seapertil dikemukakan dalam pasal 18 UuD
1945 Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan asas
desentralisasi dan asas dekonsentrasi. D1 dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1974 yakni konsekwensi dari prinsip-
prinsip tersebut 4di atas maka dalam Undang—Un&ang ini
dengan tegas dinvatakan adanya daserah oteonom dan Wilayah

Administratip. Daerah vang dibentuk berdasarkan atas
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desentralisasi disebut daerah otonom yang selanjutny%
disebut Paesrah dan dalaw Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
dikenal adanva Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sedang wilavah dibentuk berdasarkan asas
dekonsentrasi disebut Wilavah Adminisrasi yvang dalam
Undang-Undang ini disebut Wilayah. Wilavah ini disusun
secara vertikal dan merupakan lingkunoan kerija perangkat
Pemerintah, vang menvelenggarakan urusan Pemerintahan
Umutn  di  Daerah, Pembentukan Wilayah dalam susunan
vertikal adalah untuk meningkatkan pengendalian dalam
rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Wamun demi%ian perlu kiranva disadarz b;hwa
sebelum penyvatuan dengan Negara Republik Indonesia,
Timor Timur selama inl mewmpunyal sejarah dan pertumbuhan
varng berlainan Jdengan Wilayvyah lain dalam lingkungan
Repulblik Indenesia, kaeadaan masvarakatnva, sistim
hukumnya, sistim pemarintahannya, sistim perekonomian-
nya, sistim pendidikannva, serta sistim pertahanan dan
keamanannya mempunyai latar belakang, sifat dan
perkembangan yvang berlainan sehingga perlu diatur secara
khusus. Hal-hal tersebut memerlukan penyesuatan dengan
keadaan-keadaan di Republik Indonesia. -
Usaﬁa penvesualan ini harus dilaksaﬁakan dengén penub
kebijaksanaan, namun harus pula terlaksana dalam waktu
vang tidak terlalu lama. Tetapi dalam pelaksanaan timbul

beberapa permasalahan



3
1. Apakah dengan bkerlakunya Undang-HUndang Ho. f
Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor
Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indenesia dan  Pembentukan Propingi Daerah
Tingkat I Timor Timur mengakibatkan berubahnya
sistem Pemerintahat.
2. Apakah timbul perubahan dalam mekanismse kexja
aparat hukum ketatanegaraan,
3. Dalam masa transisi bagaimapa tanggung jawab
Femerintah FPusat terhadap Pemerintah Daerah
untuk mengawasi pelaksanaan pambangunan

Gronomi Dasrah 7

E. SEEILAS TENTANG PEMERINTAHAN PREOFINSI DAERAH TINGEAT
I TIMOR TIMUR

1. Proses Pembentukan

Dalam rangka dekeolonisasi wilavah bekas Koloni
Portugls di Timer itu, rakyat Timor Timur telah
menyatakan kehendaknya untulk menyvatukan Timor Timur ke
dalam Wegara HKesatuan FRepublik Indonesia. Hal 4ini
dinyatakan dengan tegas baik dalam Proklamasi Rakyat
Timer Timur 4i Balibo tanggal 30 Nopember 1975 maupui
dalam Petisl Rakyat dan Pemerintah Sementara Tiﬁor Timur
d4i Dili tanggal 31 Mei 1976 vang telah diszampaikan
kepada Pemeripntah Republik Indenesia di Jakarta pada

tanggal 7 Junl 1976,
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Dengan dltetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahuﬁ
1976 tentahg Fengesahnan Penvatuan Timor Timur ke dalam
Megara HKegatuan Republik Indonesia dan Pembentukan
Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka secard resmi
wilavah Tiiner Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan
Eepublik Indonesia dengan status sebhagai Propinsi dan
wilayvahnya meliputi wilayvah bekas kKoloni Portugis Timor.
Berlakunva Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 maka berlaku
pitla Undang-tndang Noe. % Tahun 1974 vang mana proses
penyatuan Timor Timur ke dalam wilayah Negara Republik
Indonsasia diterima cieh rakyat melalul progses legislatif
yang kemudlan dikukuhkan dengan Keﬁetapan MPR RI No. VI/
MER/1978,

Atas dazar PFasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
antara lain menetapkan bahwa dalam menvelenggarakan
Femerintahan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi dalam daerah otonom dan wilayah-wilayah
Administratif.

Felakzanasan pasal itu adalah dengan Undang-Undang Ho. 5
Tahun 1974, Dengan demikian kedudukan Timor Timur dalam
rangka Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 adalah sebagai
Daerah Otonem (Dati 1) dan Wilayah Administratif
{Propinsi}, pasal 2, pasal 3 dan pasal 72 Undaﬁg-Undang
Ho. % Tahun 1974.

Hama resmi menjadi Propinsi Daerah Tingkat I Timor

Timur.
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Dengan berlandaskan ketentuan Undang—Undaﬁﬁ

tersebut maka penvelenggaraan FPemerintahan FPropinsi
Daerah Tingkat I Timor Timur kemudian diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 yang mengatur
tentang

1. Kedudukan/ statuzs Pemerintah Propinsi Dati I
Timor Timur;

2. Pembagian wilayah Propinsi Dati I Timor Timur
ke dalam Kabupaten-kabupaten dengan ibukeota-
nya;

3. TFembaglan wilavah Kabupaten ke dalam

Kecamatan-Kecamatan ;

-9

Penentuan kewenangan pangkal dasrah ; dan

. Penentuan kebijaksanaan pembiavaan Pemerintah

Dati I Timor Timur vang didukung APBEN.

Adanya perubahan status vyang dahulu Timor Timur
merupakan bagian dari Portugal vang disebut sebagai
Fropinsi Seberang Lautan kemudian berubah menjadi
Pemerintahan &Sementara Timor Timur vyang lepas dari
Portugal dan akhirnya merupakan bagian dari wilayah
Waegara Kegatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian timbwl perubahan status pemerintahan
vang diikut dengan perubahan sistim pemerintahén.

Hal int harus disadari oleh Pemerintah Indonesia
mavpun Timor Tamur, dengan berubahnya gtatus dan sistim

Pemerintahan, maka Timor Timur dalam pelaksanaan
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Pemerintahan harus herdasarkan Undang-undang No, 5 Tahuh
1974.
Wamun dalam praktelya Timor Timur belum mampa menyelendg—
garalan pemerintahan secara wmandiri, mnengingat bahwa
latar belakanyg sejarah dan perkembangan yang kerbeda
baik sistim  hukum, pemerintahan dan kebudavaan di
wilavah itu bailk vang berupa warisan kolonial maupun
keadaan masyarakat vang tradisicnal.
Ferubahan itu akan membawa konsekwensl pada kedua pihak

bailk bkagi pihak Indonesia maupun pihak Timor Timur.

Bagl Indonesia

Diterima dan dibentuknya Pemerintahan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 akan

membaws  pengarubh dalam Pemerintahan Indonesia

maupun dalam forum Ianternasional.

1. Pengaruh dalam Pemerintah Indenesia adalah

a. Dengan ditetapkannya Undang-uUndang No. 7

Tahun 1976 tentany pengesahan penyatuan
Timor Tiwmur ke dalam Negara Hesatuan
Republik Indonesia dan Pemhentukan'Propinsi
Daerah tingkat I Timor Timur, maka
Famerintah Indonesia harus heftanggung
jawab terbadap |kedudukan Timor Timur

sebagal Propinsi Daerah Tingkat I sejajar




1
dengan Propinsi-Propinsi lainnva di wilayah
Negara Hesatuan Republik Indonesia.
Pembhinaan secara khusus bagl Propinsi
Daerah Tingkat I Timor Timur mengingat
hahwa Timor Timur merupakan Preopinsi yvang
ke-27 maka masalah utama vyang dihadapi
adalah bagimana agar sistim pemerintahan
vang kerlaku di Indonesia dapat dihavati
dan dilaksanakan secara efektif di Timor
Timur dalam bhatas waktu vang sesingkat
mungkin, Hal 1ini tampak pada pelakszanaan
Pemerintahan dan Penbangunan 4i Timor Timur
untuk mempercepat perubahan keadaan dari

penjajahan ke alam yang merdeka.

2. Pengaruh dalam forum internasional adalah

a.

Menghapuslkan pendapat beberapa negara yang
menganggap hahwa | Pemerintah Indonesia

Eepublik Indonesia melakukan aneksasi

tarhadap Timor Timur.

Memberl kevakinan bagli negara-negara ¥ang
memandang negatif terhadap tindakan
Pemerintah JIndonesia dengan di£erimanya
Timor Timur ke dalam wilayah negara

Kesatuan Republik Indonesia,




Bagi Timor Timur

Tengan penvatuan Timor Timur ke ‘dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendiri-
nyad wilayah Timor Timur metjadi wilayah Negara
Fepublik Indonesia, Rakyat Timor Timur menjadi
rakyat dan warga negara Eepublik Indonesia
berlaku juga hagl wilayah Timor Timur.

Dengan demikian rakyat Timor Timur juga memiliki
hak dan kewajiban yang s£ama dengan warga negara

Indonesia lainnya.

2. Penyelenggaraan Pemerintshan

Sebagaimana dikemuakakan di atas dengan diundang-
kan Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, maka penyelenggaraan
Pemerintahan harus berdasarkan pada perundang-undangan
Indonesia dalam hal inil Undang-Undang No. 5% Tahun 1974,

Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
berartl memberikan ntonomi. kepadanya sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku dalam
penyvelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
Ne. & Tahun 1874.
Bebagai pelaksanaan Undang~Undang #Ne. 7 Tahun 19%6
Fersebut Prasiden menetapkan Peraturan Pemerint&h Ho. 19
Lahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daesrah Tingkat
I dan ¥abupaten-Kabupaten Daerah Tingkat ITI di Timor

Ty .
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PFada dasarnva penvelenggaraan pemerintahan di
Timor Timur berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
maupun dalam usaha untuk melaksanakan dan melancarkan
jalannya pemerintahan di Propinsi Timor Timur, karsna
pertimbangan perbedaan keadaan masyarakat, sistim hukum,
sistim pemerintahan sebagai akikat penjajahan di masa
lampau, maka dengan mempeaerhatikan keadaan dan
perkembangan di daerah tersebut Undang-Undang Wo, 7
Tahun 1976 memberi kelonggaran untuk menetapkannvya
dengan peraturan perundang-undangan tersendiri menéenai
tata cara pelaksanaan pemerintahan baik 4i tingkat
Prépinsi, Kabupaten maupun Kescamatan maka dikeluarkan
Feputusan Presiden RI Ho., 2 Tahun 1978 tentang
Koordinasi @21 tingkat Pusat dalam penyvelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan di Propingi Daerah Tingkat
I Timoy Timuxr sehingga dasrah tersebul benar-benatr dapat
dibina berdasarkan Undang-Undang Ho., 5 tahun 1974.
Struktur Organisasi Pemerintahan Propinsi Daerah
Tingkat I Tiwmor Timur berdasarkan pedoman tentang Fola
Organisasi Pemerintahan Dati I Timor Timur sebagaimana
ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Ho. 209 Tahun 1976. -
Seperti diketahul bahwa pembentukan Susunan Grﬁanisaﬂi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Dinas-
Dinas Daesrah Propinsi DLaerah Tingkat I Timor Timur

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
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dan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperéi
vany diharuskan perundang-undangan.

Dengan adanya pedomahl khusus untuk Propinsi Timor
Timur sebagalimana ditetapkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam negeri No. 209 Tahun 1976 tantang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur
tersebut, maka pedoman vyang berlaky untuk Propinsi
laimmva sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam neyeri Ne.Z240 Tahun 1980 belum diberlaku-
kan di Timor Timur, yaknil tentang Pedoman Qrganisasl dan
Tata ¥etija Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I dan
Bekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
Hal ini sesual dengan instruksi Menteri Dalam Hegeri Ho.
2 tahun 1981 tentang Felaksanaan Keputusan Menterl Dalam
Negeri No. 240 Tahun 1980 vang pembentukannya dilakukan
secara tersendiri dengan memperhatikan petunjuk Menteri
Dalatm Neaeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintabh no. 19 Tahun
1976 telah diserahkan & {(lima) urusan yang meliputi

a. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;

b, Urusan Pertanian ;

¢. Urusan Kegehatan ; -

d. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan ;

e. Urusan Pekerjaan Unus.
Dalam praktekya belum bisa diselenggarakan tersendiri

mengingat bahwa Timor Timur mempunyal latar belakang
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sejarah dan perkembangan vang berbedz tentang sistim
hukum, pemerintahan dan kebudayaan di wilayah itu baik
berupa warisan pemerintah Kolonial mauwpun keadaan
magyvarakatnvya yang tradisional. Sahingga penyelenggaraal
urusan pemerintahan maupun pembangunan di Timor Taimur
masih diselenggarakan atas dasar Keputusan Presiden No.
2 Tahun 1%78 tentang Keoordinasi 4i Tingkat Pusat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan 41 Propinsi
Timor Timur.

Timor Timur diatur secara khusus karepna Pemerintah
Indenesia harus bertanggung Jawabkh terhadap kedudukan
Timer Timur sebagal Propinsi Dati I sgsejajar dengan
Propinsi-Propinsi lainnya di wilayah Negara Republik
Indonesia, di samping 1tu untuk menghapus pandangan
negatip beberapa negara vyang menganggap Indonesia
melakukan aneksasi dan untuk mempercepat pengakuan
penyatuan Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam forum Internasional.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1578
pasal 8, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1980 Paszal 1,
Feputusan Mendagri He. 127 Tahun 1980 dan Wo. 226 Tahun
1982, ditetapkan : -
1. Team Pelaksana Pembangunan Pﬁ5at IPropinsi
Daerah Tingkat I Timor Timur {(TPP} di Tingkat

Pusat, dan
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2. Team: Pelaksana Pembangunan Daerah (TPD) di

Tingkat Daerah.
Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemerin-
tahan 41 Timor Timur masih banyak menggunakan tenaga
dari Pusat vyang penetapan atau  pengangkatan  dan
perubahan status pegawal-pegawal diatur oleh Menteri
Dalam Negeri bersama-sama Menteri Negara Penertiban
Aparatuar Wegara.

Unﬁuk pembriayvaan penvelenggaraan Pemerintahan dan
Pomprangunan di Timor Timur belum dapat disusun sesual
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Pasal %5, d1 mana
suinber pendapatan daerah adalah
a. Pendapatan asli Daerah sendiri, yang terdiri dari

1. Hasil pajak Dasrah ;.
2. Hasil retribusi Dasrah ;
3. Hasil perusahasn Daerah ;
4. Lain-lain usaha Daerah yanhg sah.
b. Pendapatan berasal darl peimberian Pemerintah vang
terdiri dari
1. Sumbangan darl Pemerintah ;
2. Sumbangan~sumbangan vang lain, yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan ; -

3. Lain-lain pendapatan vang sah.

Mengingat bahwa Timor Timur merupakan Propinsi yang ke-

27T 41 mana masih dalam tahap pembangunan maka untuk
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kelancaran roda pemerintahan Propinsi Daerah tingkatul
Timor Timur dan kabupaten-kabupaten Dati II di Timor
Timur wasih menggunakan duliungan hnggarahl Paendapatan
Belanja negara vang penyediaan dan pengelolaannya diatur
gecara khusus di mana dalam pelaksanaan pembanguﬁan
dilaksanakan secarsa terapadua.

Fenvelenggaraan DPRD belum bisga berfungsi seperti
apa yvang telah ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang
Mo, & tahun 1974 seperti diketahui bahwa pembentukan
Susunan Organisasi dan Taka FKerja Sekretriat Wilavah
Daerah dan Dinas-Dinas Daerah Propinsi Daerah tingkat I
Timor Timur masih ditetapkan dengan Surat Keputusan
Gubernur dan kelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah

sepertl vang diharuskan peraturan perundangan.

3. Penvelenggaraan Pembangunal

Mengingat Propionsi Daerah Tingkat I Timor Timur
dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur
mempunyal sejarah  dan  pertumbuhan  vang herlalnan
sehingga terdapat perbedaan—perbedaan mengenai keadaan
masyvarakatnya, gistim hukumnya, sistim pemerintahannya,
sistim perekonomiannya, sistim pendidikannya serta
sistim pertahanan dan keamanannya, maka pérlu ada
kebijaksanaan khusus wmengenail pembangunan pelaksanaan
premerintahan, baik di tingkat Propinsi Daerah Tingkat

I maupun Daerah Tingkat IT.




14
Strategl pembangunan di Timor Timor tidak lepaé
kontekasnya dengan strategl pembangunan Nasional, 4i mana
penyelenggaraan pembangunan di Timor Timur meliputi
antara lain
A. Bidang EKUIN, di mana kebijaksanaan vyang
dijalankan khususnya dalam pericde yehabi-
litasi, tekanannya lebih diarshkan pada
penanggulangan kebutuhan pokok vang paling
mendesak, haik vang menvangkut sarana fisik,
non fisik dan lain sebagainva.
B. Bidang Kesgejahteraan Rakyat
Palam ranglka membenahi kondisi sozial ekonomi
ini maka Pemerintah Taerah mengambkil langkah
kebijaksanaan untuk menyusun skala prioritas
di berbagal sektor, antara lain
sektor pendidikan, selktor sosial, sektor
kesehatan, sektor Bangdes, ssktor keagamaan,
seklor peranan wahita, sektor tenaga kerija.
Hal ind mengingat kondisi sosial ekonomi
sepaninggalan penjajahan Portugis demikian
parahnya sehingga tingkat hidup serta
kesejahteraan masvarakat di daerah inl sangat
rendah. |
C. Fembangunan Bidang POLKAM
Pemerinlahan Propinsi Timor Timur secara

kontinu dan didukung pula oleh terpeliharanvya




15
kerja sama vang baik antara Pemeriatah Daeréh
dan instansi-instansi lainnya bkaik 8Sipil
maupun Militer. Dengan demikian jalannya roda
pemerintahan baik di tingkat Propinsi maupun
di tingkat HKabupaten terasa makin lancar,
tarutama talah ditetapkan organisasi,
kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari pada
Team Felaksana Pusat {(TFE} dan Team Pelaksana
Daerah (TERD; untuk mamperlancar proses
Pamhangunan_dan Pemerintahan di1 Propinsi Timor

Tirur.

Selama periode tahun anggarvan 197671377 sampai
depgatt tahun anggaran 1982/1%983, pelaksanaan Pemerin-
tahan dan Pembangunan di Propingi Timor Timur ini telah
menggunakan anggaran gejumlah  Rp.158.838B.315.010,-
{Seratus lima puluh delapan milvar delapan ratus tiga
puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu sepuluh
rupiahl.

Provek-provek Inpres, Proyek Sekteoral dan Anggaran Rutin
yvang zetlap tahunnya besar anggaran selalu berubahl,

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak melepaskan
tanggung jawab terhadap Timor Timur sebagai-Prupinsi

vang ke-27.
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4, Berbagali Masalah Yang Timbul
Fembangunan vyang barus ssgera dilaksanakan di

Timor Tiwmur, bukan saja mengandung artl pelitik Hasional

maupun Internasional, melainkan pula mempunyal tujuan

kemanusiaap dalam arti vang lebih baik dari alam
prenjajahan Portugis ke alam kemerdekaan di bawah naungan
Pemerintalh Republik Indonesia.
Untuk mencapat tujuan itu semua sampai tahap sekarang
ini masin banyak timbul permasalahan terhadap usahsg-
usaha pembangunan 4i Timor Timur antara lain
1. ¥Keadaan Aparatur pemerlntahan masih sangat
kurang, baik secara kuantitatif, maupun secara
kualitatif, di mana Aparatur pemerintshan vang
belum sepenuhnya bterisi sampal tinokat Daerah
{Dati II ke bawah).
2. Bistim dan tata cara Pemerintahan Republik
Indonesia belum sepsnuhnya dihavati oleh semua
Adparat Pemerintahan di Timor Timur di mana
sebagian besar mereksa masih terpengaruh oleh
sistim dan tata cara pada jaman Pemerintahan
Portugis,
3. Kebanvakan di aptara mereka pada umamnya
mempunyai dasar pengetabuan dan péngalaman
vang relatif rendah, dibandingkan dengan tugas

dan tanggung jawab yang dipikulnya.




17
Komunikaszi bahasa yvang belum mantap &i antafa
para pejabat dan masyarakat, dirasakan sebagal
hambatat vang cukup fundamental.
¥urang tersedianva sarana dan fasilitas vang
diperlukan, karena fasilitas vang lama pada
umumnya telah rusak, tidak memenuhi per-
syaratan lagi atau Jumiahnya tidak memenuhi
kebuluhan sedangkan sarana dari fasilitas yang
diperlukan masih dalam taraf perwujudan.
WMengingat sebagian besar penduduk berada di

flaerah pedalaman yang terisolasi, dalam

kondisi sosial ekonomi yang tidak memadai, dan.

belum seluruhnya dapat dijangkau pemiBrangunan
karena terbatasnya garana dan pragarana
paerhubungan.

Hal ini sangat menghambat lalu lintas orang
dan barang.

Situasi keamanan di daerah-daerah pedalaman
vang belum mantap sepenuhnya, juga merupakan
hambatan atas kelancaran usaha pembangunan, 4i
samping masih belum mantapnya konsensus antara
Pimpinan Daerah yang masih sajs berorientasi
kepada pemikiran paham Ex Partai ﬁada masga
lampau.

Masih rendahnya tingkat Kesehatan dan dizi

masyarakat terutama di daerah pedesaan yang
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menjadl hambatan bagi kelancaran pembangunan
di Timoy Timur.

%. Masalah keamanan dan kerawanan di beberapa
daerah pedalaman belum sepenuhnya pulih,
sehingga Zering mengganggu kelancaran
pelak=zanaan pemerintahan dan pembangunan dalam
uzaha peninakatan fasilitas  hidup  bagi

masyvarakat Timor Timur.

Demikian Pemerintah menempatkan Timor Timur untuk
diatur secara khusus Xkarena Pemerintah Indonesia harus
bertanggung jawabk terhadap kedudukan Timer Timur sebagai
Propinsi Pati I vang. sejajar dengan Propinsi-Propinsi
lainnva di wilayah Negara Republik Indonesia,

Dengan demikian rakyat Timor Timur juga memyliki hak dan
kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia vyang
lainnya, dan semua peraturav perundang-undangan Republik

Indonesia berlaku juga bagr wilavah Timor Timur.

C. Penutup

ddanva pedowman vang mengatur secara  kKhuzus
mengenal pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan di
Propinsi Timor Timur, hal 1ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap
kedudukan Timor Timur sebagal Propinsi Datil vang
sejajar dengan Propinsi-Propinsi lainnya di wilavah

Negara Republilk Indonesia.
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